BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sampai dengan saat penyusunan penelitian ini telah banyak ditemukan
penelitian tentang pelayanan logistik, namun untuk penelitian di lingkungan
militer penelitian ini tergolong baru. Oleh sebab itu sebagai bahan
pembanding dalam penelitian ini, penulis hanya dapat menampilkan beberapa

kajian yang hampir mendekati dengan tema yang akan diteliti, antara lain:

2.1.1. Ginanjar M. Didan (2008)

Ginanjar M, Didan (2008) melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Manajemen Logistik Dalam Menunjang Kelancaran Penjualan Spare
Part pada PD Orbit Motor Sport”. Adapun ringkasan penelitiannya adalah:
Tingkat penjualan yang dicapai merupakan indikator terhadap efisiensi dan
kemajuan ekonomi. Masalah peningkatan penjualan merupakan tujuan dan
perhatian utama dari setiap perusahaan. Oleh karena itu, salah satu usaha yang
konkrit dan terarah serta terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan
berkesinambungan untuk mendorong peningkatan penjualan adalah
pelaksanaan manajemen logistik dengan sebaik-baiknya. Pengukuran kinerja
manajemen logistik yang benar akan mendorong perusahaan meningkatkan
kinerja manajemen logistik mereka. Dengan pengukuran yang baik perusahaan
akan mengetahui apa yang bisa dihemat dan berapa jumlahnya serta hal apa

saja yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujan untuk dapat mengetahui
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penerapan manajemen logistik yang baik pada PD Orbit Motor Sport, Untuk
dapat mengetahui hambatan yang terjadi pada manajemen logistik yang
dijalankan pada PD Orbit Motor Sport, dan Untuk dapat mengetahui
bagaimana manajemen logistik menjadi penunjang dalam kelancaran
paenjualan pada PD Orbit Motor Sport. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang diperoleh penulis yaitu PD Orbit Motor Sport telah
melaksanakan proses inti manajemen logistik yaitu peramalan (forecasting)
pasar produk, pengolahan pesanan barang, perencanaan operasi, dan
procurement perusahaan. Selain itu juga PD Orbit Motor Sport menerapkan
komponen-kompponen logistik diantaranya pengetahuan produk, administrasi
dan dokumen, pengiriman/distribusi (distribution), prosedur pengiriman
barang dari gudang, prosedur pengembalian barang dagangan, dan
pemeriksaan fisik persediaan. Hambatan yang terjadi pada penerapan
manajemen logistik merupakan proses pengolahan barang, proses peneriman
barang, proses penerimaan invoice, stock persediaan bahan baku, stock
persediaan barang, yang sering tidak terkontrol oleh karyawan. Adapun
manfaat dari manajemen logistik adalah secara keseluruh aktivitas operasi
perusahan akan menjadi efektif sehingga pada akhirnya biaya operasi
perusahaan akan menjadi lebih efisien dan laba perusahaan juga akan
meningkat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PD Orbit telah
melaksanakan Manajemen Logistik dengan baik. Adapun hambatan-hambatan
yang dihadapi bisa ditanggulangi dengan cara memberikan karyawan sarana
yang memadai, penyuluhan mengenai bidang pekerjaannya masing-masing

secara mendetail.
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2.1.2. Ediasman (2008)

Ediasman (2008) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi fungsi-
fungsi logistik pada gudang obat Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat”.
Ringkasan penelitiannya adalah: Latar belakang penelitian Gudang obat dinas
kesehatan adalah tempat terjadinya serangkaian kegiatan fungsi-fungsi logistik
meliputi  perencanaan/ pengadaan, penerimaan dan penyimpanan,
pendistribusian, penggunaan dan pengendalian obat (Depkes RI, 2005),
Kegiatan-kegiatan pengelolaan obat yang baik dan benar perlu dilakukan agar
dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, karena
keberadaan gudang dinas kesehatan ini sangat berkaitan dengan kegiatan
program pelayanan kesehatan yang lain. Ketersediaan obat dalam kuantitas
dan kualitas yang memadai akan memperlancar kelangsungan dan
kesinambungan aktivitas unit kerja lain yang terkait. Tujuan penelitian ini
adalah mendeskripsikan proses dalam fungsi-fungsi manajemen logistik di
gudang obat Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat. Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metodologi survei deskriptif eksploratif. Populasi
terjangkau adalah seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan manajemen
logistik obat pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat yang seluruhnya
berjumlah 24 orang. Hasil penelitian menunjukkan fungsi perencanaan belum
menggunakan analisa perencanaan sesuai teori, fungsi pengadaan
menggunakan metode pemilihan langsung, fungsi penerimaan dan
penyimpanan serta pendistribusian belum sesuai dengan standar Menkes RI,
belum tercapainya target program kerja dinas kesehatan propinsi tentang

penggunaan obat secara rasional dan pemanfaatan standar terapi di Puskesmas.
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Dari hasil penelitian ini disarankan kepala dinas untuk mengoptimalkan
pembinaan tim manajemen logistik obat sehingga dapat ditingkatkan
kinerjanya untuk masa yang akan datang, dengan melakukan audit atau
conference berkala untuk membahas masalah-masalah yang timbul dan

mekanisme penyelesaiannya.

2.1.3. Trivoni Dewanti (2011)

Trivoni Dewanti (2011) melakukan penelitian dengan judul
“Manajemen persediaan pada perusahaan baja ringan di Jogjakarta (studi
kasus CV. Segitiga Jogjakarta)”. Ringkasan penelitiannya adalah bahwa:
Manajemen persedian merupakan salah satu masalah yang paling penting
dalam bidang usaha manufaktur. Kebijakan pengendalian persediaan akan
berpengaruh dengan performa kinerja perusahaan dalam mencukupi
permintaan pelanggan dan mengatur persediaan perusahaan. Dua hal konsep
utama dalam manajemen persediaan adalah menentukan besarnya jumlah
stock dan menentukan waktu pemesanan yang tepat. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui manajemen persediaan baja ringan pada perusahaan CV.
Segitiga Gigasteel serta penelitian melalui kuisioner disebarkan pada
perusahaaan baja ringan lainnya yang ada di kota Yogyakarta. Pengolahan
data dilakukan untuk mendapatkan persentase, nilai rata-rata (mean), dan nilai
simpangan baku. Analisis yang digunakan adalah uji one sample t-test untuk
mengetahui perbandingan manajemen persediaan pada perusahaan baja ringan
berskala besar dan kecil. Berdasarkan pengolahan data dan analisis bahwa

perhitungan metode Economic Order Quantity yang dilakukan pada
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perusahaan CV. Segitiga Gigasteel harus disertai dengan stock teraktual,
kapasitas muatan dalam distribusi bahan baku, dan pengecekan kemampuan
pemenuhan kebutuhan secara berkala. Dari hasil penyebaran kuisioner
didapatkan bahwa manajemen persediaan dipengaruhi beberapa faktor yaitu:
biaya, sumber daya manusia, pola manajemen, teknologi pendukung, survei
dan kajian pasar. Manfaat manajemen persediaan juga dirasakan oleh
perusahaan baja ringan yang menerapkannya antara lain manfaat kepuasan
konsumen, efisiensi biaya, dan manajemen. Hasil uji one sample t-test
menunjukan adanya perbedaan tingkat pengaruh dan kepentingan pada faktor
sumber daya manusia, dan teknologi pendukung antara perusahaan berskala
besar dan kecil. Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam penerapan
manajemen persediaan harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-

masing perusahaaan tersebut.

2.1.4. Richa Syapitri (2014)

Richa Syapitri (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Manajemen Rantai Pasok Logistik di Kabupaten Malang pada Masa Tanggap
Darurat Bencana Erupsi Gunungapi Kelud Tahun 2014”. Ringkasan
penelitiannya adalah: Gunungapi Kelud merupakan salah satu gunungapi di
Indonesia dengan tipe strato. Secara administratif, berada pada Kabupaten
Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar. Kabupaten Malang
merupakan daerah terdampak erupsi Gunung Erupsi Gunung Kelud yang
paling besar di Provinsi Jawa Timur. Dalam situasi tanggap darurat bencana

diperlukan suatu reaksi cepat dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
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logistik para korban bencana. Manajemen rantai pasok merupakan salah satu
upaya yang dapat dimaksimalkan dalam penanganan logistik di Kabupaten
Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk (i) menganalisis penerapan
manajemen rantai pasok pada saat tanggap darurat erupsi Gunungapi Kelud di
Kabupaten Malang, (ii) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat penerapan manajemen rantai pasok, serta (iii) merumuskan
upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen rantai
pasok di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan
telaah dokumen. Metode analisis data dalam studi kasus ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Pembahasannya dianalisis melalui hasil wawancara serta
menggunakan interpretasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima)
orang yang berasal dari BNPB, BPBP Provinsi, BPBD Kabupaten Malang.
Teknik pemilihan sampel adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil
informan yang dapat menggambarkan fenomena, fakta tentang manajemen
rantai pasok di Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan
penerapan manajemen rantai pasok di Kabupaten Malang pada masa tanggap
darurat memerlukan upaya yang lebih nyata dalam penerapan rantai pasok
yang baik. Penerapan manajemen rantai pasokan di Kabupaten Malang masih
hanya berfokus pada fase penanganan pada masa tanggap darurat. Jika dilihat
dari strategi dan pola penyelenggaraan manajemen rantai pasok sangat baik,
namun dari sisi kebijakan berada pada tingkat sedang. Hal ini dapat dilihat
dari kurangnya upaya kesiapsiagaan sebelum erupsi Gunung Kelud. Pada

masa kesiapsiagaan, perencanaan, pengadaan, dan pergudangan dalam rangka
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upaya penanggulangan bencana belum dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten
Malang. Manajemen rantai pasok di Kabupaten Malang cukup baik. Tindakan
perbaikan diperlukan pada waktu yang singkat. Manajemen rantai pasok yang
telah dilakukan cukup memadai tetapi masih berpotensi gagalnya manajemen

rantai pasok dalam merespon bencana.

2.1.5. Putri Silvia Rena (2014)

Putri Silvia Rena (2014) melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi
Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi RSUD Kota Semarang”.
Ringkasan penelitiannya adalah: Manajemen logistik di rumah sakit
merupakan salah satu aspek penting dari rumah sakit. Ketersediaan obat saat
ini menjadi tuntutan pelayanan kesehatan. Manajemen logistik obat di rumah
sakit meliputi tahap-tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, penghapusan, evaluasi dan monitoring yang saling terkait satu
sama lain, sehingga harus terkoordinasi dengan baik agar masing-masing
dapat berfungsi secara optimal. Ketidakterkaitan antara masing-masing tahap
akan mengakibatkan tidak efisiennya sistem suplai obat yang ada, ini juga
memberikan dampak negatif terhadap rumah sakit baik secara medis maupun
ekonomis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen
logistik obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Kota Semarang.
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan
secara kualitatif. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan
wawancara mendalam terhadap petugas yang terkait dalam manajemen
logistik obat. Hasil penelitian menunjukkan Perencanaan: perencanaan obat di

buat oleh kepala IFRS dengan menggunakan metode konsumsi, belum ada
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Panitia Farmasi dan Terapi; Pengadaan: pengadaan obat dengan cara
pembeliaan langsung dari Pedagang Besar Farmasi, pengadaan tidak terencana;
Penyimpanan: Sistem penyimpanan sudah sesuai dengan standar yaitu First In
First Out, First Expried First Out, dan sesuai dengan bentuk sedianya namun
penataannya belum tertata dengan baik karena masih terdapat obat-obat
diletakkan langsung di lantai tanpa ada pallet. Pemeliharaan obat di RSUD
Kota Semarang baru dilakukan secara situasional, pendistribusian: tidak
melakukan pencatatan untuk resep yang tidak bisa dilayani IFRS;
Penghapusan: sudah sesuai prosedur; Evaluasi dan Monitoring; dilakukan tiap
3 bulan sekali dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen logistik obat di Instalasi
Farmasi Rumah Sakit Daerah Kota Semarang belum memadai. Saran perlu
dilakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan

untuk mencapai pelayanan yang bermutu.

2.1.6. Yeni Sumantri, Ishardita Pambudi Tama, Nasir Widha Setyanto

(2014)

Yeni Sumantri, Ishardita Pambudi Tama, Nasir Widha Setyanto (2014)
melakukan penelitian dengan judul “Model Optimasi Untuk Peningkatan
Kualitas Pelayanan Logistik di Subsektor Industri Pengolahan Makanan dan
Minuman”. Ringkasan penelitiannya adalah: Saat ini perekonomian Jawa
Timur menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Kontribusi subsektor
industri pengolahan makanan dan minuman memegang peranan yang cukup
besar yaitu sekitar 14,67%. Kontribusi besar tersebut memerlukan peran

pelayanan logistik yang baik agar produk yang diolah dan diperdagangkan
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dapat sampai ke tangan konsumen dengan spesifikasi yang dibutuhkan, pada
saat yang tepat, dan harga yang sesuai. Pada saat ini Indonesia dan lebih
spesifik Jawa Timur khususnya Malang Raya, belum memiliki peta
kemampuan sejauh mana kualitas pelayanan logistik pada subsektor tersebut
dan strategi pengembangannya.

Kondisi ini mendorong diperlukannya sebuah penelitian yang menginvestigasi
sejauh mana kualitas pelayanan logistik di subsektor tersebut. Setelah
informasi tentang peta kualitas pelayanan diperoleh, selanjutnya diperlukan
informasi tentang variabel apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana
pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap kualitas pelayanan
logistik. Interaksi di antara antecedent variable dalam mempengaruhi kualitas
pelayanan logistik perlu diidentifikasi dan dimodelkan sehingga menjadi
sebuah landasan dalam penentuan kebijakan pengembangan kualitas
pelayanan logistik di subsektor industri pengolahan makanan dan minuman.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta
selanjutnya dilakukan pemodelan, simulasi dari model yang dihasilkan. Untuk
tahun pertama, penelitian ini telah mengidentifikasi variabel yang berpengaruh
terhadap kualitas pelayanan logistik di subsektor industri pengolahan makanan
dan minuman. Penelitian ini juga telah mengidentifikasi beberapa kendala
yang dihadapi oleh UMKM terkait dengan kualitas pelayanan logistiknya.
Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah 1) manajemen kualitas; 2)
knowledge management; 3) pengembangan teknologi; 4) pengembangan

produk; 5) manajemen perencanaan produksi.
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Beberapa kendala yang sudah disebutkan akan diteliti lebih lanjut pada
penelitian di tahun kedua. Pada tahun kedua penelitian ini diarahkan untuk
menghasilkan 1) model optimal yang menghubungkan kualitas pelayanan
logistik dan antecedent variabelnya di subsektor industri pengelolaan dan
perdagangan makanan dan minuman; 2) kebijakan untuk mengoptimalkan
peran praktek manajemen kualitas dalam mempengaruhi kualitas pelayanan
logistik di Malang Raya; 3) publikasi di jurnal nasional dan internasional serta

4) subsuplemen bahan ajar untuk mata kuliah manajemen logistik.

2.1.7. Bambang Hari Setyono (2014)

Bambang Hari Setyono (2014) melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Orientasi Pelanggan pada Perbaikan Kinerja Logistik Pelanggan PT.
Logistic One Solution”. Ringkasan penelitiannya adalah: Semakin banyak
perusahaan di Indonesia yang melakukan alih daya untuk kebutuhan logistik
bisnisnya. Bisnis freight forwarding adalah salah satu usaha yang
menyediakan bermacam-macam fungsi dan fasilitas untuk kegiatan logistik.
Adanya bisnis freight forwarding sangatlah membantu para penjual dan
pembeli demi mencapai dua tujuan sekaligus yaitu kepuasan pelanggan
(pengiriman produk pada waktu dan tempat yang tepat) serta penghematan
biaya (menghindari aktivitas dan biaya yang tidak perlu untuk menangani
sendiri urusan kargo dan dokumen). Kondisi ini diperkuat dengan semakin
berkembangnya kegiatan ekspor impor dalam suatu negara, maka bisnis
freight forwarding juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Atas dasar

tersebut, maka PT. Logistic One Solution harus menentukan strategi apa yang
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paling tepat bagi perusahaannya agar dapat bersaing dengan perusahaan
freight forwarding lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menguji hubungan antara keberagaman jasa yang ditawarkan, ketepatan waktu
pelayanan, perbaikan pelayanan secara secara terus menerus dan ketersediaan
informasi yang dimiliki PT. Logistic One Solution pada perbaikan kinerja
logistik pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode explanatory research
melalui pengujian hipotesis dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam
penelitian ini adalah konsumen pengguna jasa logistik PT. Logistik One
Solution sejumlah 62 perusahaan. Sementara itu, jumlah data yang terkumpul
dan dapat dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini adalah data dari 53
responden. Data hasil penyebaran kuesioner tersebut kemudian dikumpulkan
dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa keberagaman jasa, ketersediaan informasi, dan perbaikan secara terus
menerus berpengaruh signifikan positif pada peningkatan kinerja logistik
pelanggan. Artinya, semakin banyak variasi jenis jasa yang ditawarkan,
semakin baik perusahaan menyampaikan informasi kepada pelanggan, dan
semakin konsisten perusahaan melakukan perbaikan maka akan semakin
tinggi peningkatan kinerja logistik pelanggan. Sedangkan ketepatan waktu
terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja logistik

pelanggan.
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2.1.8. Silvi Alvionita Andarini (2015).

Silvi Alvionita Andarini (2015) melakukan penelitian dengan judul
“Faktor-faktor pelayanan yang dipertimbangkan pelanggan dalam memilih
jasa pengiriman barang pada JNE cabang Malang”. Ringkasan dari
penelitiannya adalah: bahwa prospek jasa pengiriman barang di masa depan
sangat cerah, karena didukung dengan adanya online shop yang
memungkinkan seseorang untuk membeli barang lewat media internet. Namun
tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan dalam bisnis jasa pengiriman barang
akan tetap hadir dan mengancam keberadaan bisnis jasa pengiriman barang
JNE. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-
faktor layanan apa saja yang dipertimbangkan oleh pelanggan dalam memilih
jasa pengiriman barang JNE dan untuk mengetahui alternatif pemecahan
masalah JNE. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan studi kasus. Informan
dalam penelitian ini dipilih dengan teknik snowball sampling sampai taraf
redundancy, artinya bahwa dengan menggunakan sumber data selanjutnya
tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Data penelitian
diambil dengan teknik kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif di mana ada tiga jenis
kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa faktor yang dipertimbangkan oleh
pelanggan dalam memilih jasa pengiriman JNE adalah ketepatan waktu
pengiriman barang, keamanan pengiriman barang, citra/merek JNE,

kemudahan akses, harga, area/tujuan pengiriman, layanan pelacakan posisi
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barang, asuransi, kecapatan pelayanan, cek harga online, respon/umpan balik
terhadap keluhan pelanggan, service yang ditawarkan beragam, packing yang
dilakukan JNE, empati petugas, kompetensi petugas, profesionalisme petugas,
fasilitas kantor JNE, kemudahan akses kontak person JNE, penampilan
petugas dan variasi transportasi yang disediakan JNE. Berdasarkan penelitian
ini peneliti perlu memberikan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh
Pemimpin Perusahaan JNE Cabang Malang, Manajer Pemasaran, Bagian
Pengiriman, Cash Counter, serta Agen JNE agar JNE dapat menjaga
eksistensinya dalam menghadapi era globalisasi dengan persaingan yang

semakin berat di masa depan.

2.1.9. Novianne. E. R. Malinggas (2015)

Novianne. E. R. Malinggas (2015) melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Manajemen Logistik Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum
Daerah DR Sam Ratulangi Tondano”. Ringkasan penelitiannya adalah :
Pengelolaan obat merupakan salah satu segi manajemen rumah sakit yang
sangat penting dan saling terkait yang dimulai pemilihan, perencanaan,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan
penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan
pelayanan kefarmasian dalam penyediaan pelayanan kesehatan secara
keseluruhan, karena ketidakefisienan dan ketidaklancaran pengelolaan obat
akan memberi dampak negatif terhadap rumah sakit, baik secara medik, sosial
maupun secara ekonomi. Tujuan penelitian untuk menganalisis manajemen

logistik obat di instalasi farmasi RSUD DR Sam Ratulangi Tondano.
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang manajemen logistik obat
di instalasi farmasi RSUD DR Sam Ratulangi Tondano. Informan yang dipilih
dalam penelitian ini berdasarkan pada prinsip kesesuaian dan kecukupan.
Informan penelitian ini yaitu Direktur Rumah Sakit, Kepala Tata Usaha,
Bagian Perencanaan Rumah Sakit, Kepala Bidang Penunjang Medik, Dokter
Spesialis, Kepala Instalasi Farmasi, Apoteker, Asisten Apoteker, dan Perawat.
Data dianalisis dengan metode analisis isi yaitu membandingkan hasil
penelitian dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
manajemen logistik obat di instalasi farmasi RSUD DR Sam Ratulangi
Tondano belum berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di
Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58
Tahun 2014.

Berdasarkan data-data penelitian terdahulu dan sebagai bahan
pembanding atau mempermudah menilai originalitas dalam penelitian ini,
maka penulis menyusun tabulasi perbandingan antara penelitian-penelitian

yang sudah pernah dilakukan terdahulu dan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu
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Peneliti Judul Focus Penelitian Met(.)(.le Hasil Penelitian
Penelitian
1 2 3 4 5
Ginanjar M. Didan | “Analisis Manajemen Logistik | Penerapan Kualitatif | PD Orbit telah
(2008). Dalam Menunjang Kelancaran | manajemen logistik melaksanakan Manajemen
Penjualan Spare Part pada PD Logistik dengan baik
Orbit Motor Sport”
Ediasman (2008). “Evaluasi fungsi - fungsi | Perencanaan/ Deskriptif | perencanaan belum sesuai
logistik pada gudang obat | pengadaan, eksploratif | teori,
Dinas Kesechatan Propinsi | penerimaan dan pengadaan  menggunakan
Sumatera Barat”. penyimpanan, metode pemilihan langsung,
pendistribusian, penerimaan dan
penggunaan dan penyimpanan serta
pengendalian obat pendistribusian belum
sesuai  dengan  standar
Menkes RI
Trivoni Dewanti | “Manajemen persediaan pada | Menentukan Kuantitatif | Hasil uji one sample t-test
(2011) perusahaan baja ringan di | besarnya jumlah menunjukan adanya
Jogjakarta (studi kasus CV. | stock dan waktu perbedaan tingkat pengaruh
Segitiga Jogjakarta)” pemesanan yang dan  kepentingan  pada
tepat. faktor sumber daya
manusia, dan teknologi
pendukung antara
perusahaan berskala besar
dan kecil.
Richa Syapitri | “Analisis Manajemen Rantai | Manajemen  rantai | Deskriptif | Penerapan manajemen
(2014) Pasok Logistik di Kabupaten | pasok Kualitatif | rantai pasokan di
Malang pada Masa Tanggap Kabupaten Malang masih
Darurat  Bencana  Erupsi hanya berfokus pada fase
Gunungapi  Kelud  Tahun penanganan pada masa
2014” tanggap darurat
Putri Silvia Rena | “Deskripsi Manajemen | Perencanaan, Deskriptif | Manajemen logistik obat di
(2014) Logistik Obat di Instalasil | pengadaan, Kualitatif Instalasi Farmasi Rumah
Farmasi RSUD Kota | penyimpanan, Sakit Daerah Kota
Semarang” pendistribusian, Semarang belum memadai
penghapusan,
evaluasi dan
monitoring
Yeni Sumantri, | “Model ~ Optimasi ~ Untuk | Manajemen kualitas; | Kualitatif 1) model optimal yang
Ishardita Pambudi | Peningkatan Kualitas | knowledge dan menghubungkan  kualitas
Tama, Nasir Widha | Pelayanan Logistik di | management; kuantitatif | pelayanan logistic =~ dan
Setyanto (2014). Subsektor Industri Pengolahan | pengembangan antecedent variabelnya
Makanan dan Minuman” teknologi; 2) kebijakan untuk
pengembangan mengoptimalkan peran
produk; manajemen praktek manajemen kualitas
perencanaan 3) publikasi di jurnal
produksi. nasionaldan  internasional
serta 4) subsuplemen bahan
ajar untuk mata kuliah
manajemen logistik.
Bambang Hari | “Pengaruh Orientasi | Kepuasan pelanggan | Kuantitatif. | keberagaman jasa,
Setyono (2014). Pelanggan pada Perbaikan | serta penghematan ketersediaan informasi, dan
Kinerja Logistik Pelanggan | biaya perbaikan  secara  terus
PT.Logistic One Solution” menerus berpengaruh
signifikan  positif  pada
peningkatan kinerja logistik
pelanggan
Silvi Alvionita | “Faktor-faktor pelayanan yang | Untuk  mengetahui | Deskriptif | ketepatan waktu,
Andarini (2015) dipertimbangkan  pelanggan | dan ~ menganalisis | Kualitatif | keamanan , kemudahan
dalam memilih jasa | faktor-faktor layanan akses, harga, area/ tujuan
pengiriman barang pada JNE pengiriman, asuransi,
cabang Malang” kecepatan pelayanan, cek
harga online, respon
terhadap keluhan
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Peneliti Judul Focus Penelitian Met(_)(_le Hasil Penelitian
Penelitian
1 2 3 4 5
pelanggan, service yang
ditawarkan beragam,
packing yang dilakukan
INE, profesionalisme
petugas, fasilitas  kantor
INE,
Novianne. E. R. | “Analisis Manajemen Logistik | Pemilihan, Kualitatif bahwa manajemen logistik
Malinggas (2015) Instalasi Farmasi | perencanaan, obat di instalasi farmasi
Rumah Sakit Umum Daerah | pengadaan, RSUD DR Sam Ratulangi
DR Sam Ratulangi Tondano” | penerimaan, Tondano belum berjalan
penyimpanan, sesuai  dengan  Standar
pendistribusian, Pelayanan Kefarmasian
pemusnahan dan
penarikan,
pengendalian
Proposal penelitian | “Implementasi pelayanan | Penentuan Kualitatif Pelayanan barang publik
ini barang publik di Angkatan | kebutuhan; kepada satuan-satuan
Laut (studi pelayanan barang | pengadaan; pengguna belum optimal,
di Dinas Perbekalan TNI AL)” | penyimpanan; perlu  peningkatan  dan
pemeliharaan; penajaman pada masing-
distribusi; masing fungsi.
penghapusan;

pengendalian invent;
transportasi;  sistim
informasi dan adm
perbendaharaan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2015

2.2,

Teori Yang Digunakan

2.2.1. Konsep Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2008:5) organisasi adalah sebuah unit

sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan

yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan

bersama, sedangkan Hasibuan (2004:120) menjelaskan bahwa organisasi

merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi

dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran,

pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga

dapat lebih berhasil bahkan pada gilirannya organisasi dapat mencapai sasaran




34

yang ditetapkan, adapun yang dimaksud masalah itu sendiri adalah segala
sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan. Dalam hal
ini Atmosudirjo (1999) mengemukakan bahwa teori organisasi modern dalam
ilmu administrasi dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu: (1) teori
organisasi klasi (2) teori hubungan antar manusia (3) teori proses (4) teori
perilaku dan (5) teori sistem (the system theory of organization).

Kemudian menurut Etzzioni (1985) terdapat empat macam teori
organisasi, yaitu: (1) teori klasik (aliran manaajemen ilmiah/scientific
management) (2) aliran hubungan manusia (human relations) (3) sistem
pendekatan strukturalis yang merupakan titik temu antara teori klasik dan
aliran hubungan manusia) dan (4) teori pembuatan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 macam
teori organisasi, yaitu teori organisasi klasik, teori organisasi birokrasi, teori
organisasi human relations, teori organisasi perilaku, teori proses, teori
organisasi kepemimpinan, teori organisasi fungsi, teori organisasi pembuatan
keputusan dan teori organisasi kontingensi, dengan uraian sebagai berikut: (1)
Teori Organisasi Klasik. Teori organisasi klasik (classical theory) atau biasa
disebut dengan teori tradisional yang dikemukakan oleh Fayol berisi konsep-
konsep organisasi dalam kerangka waktu 1900-1930. Teori ini muncul sebagai
akibat dari usaha yang ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
organisasi dengan menentukan prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan
sebagai pedoman bagi para manager dalam melaksanakan tugas dan prinsip-
prinsip ini memberikan pedoman kepada manajer untuk menyusun suatu

sistem tugas dan wewenang. (2) Teori Birokrasi. Teori birokrasi dikemukakan
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oleh Max Weber dalam bukunya “The Protestant Ethic and Spirit Capitalism”.
Birokrasi menurut Weber bersifat Legal Rasional. Organisasi itu legal, karena
wewenangnya berasal dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang
dirumuskan secara jelas dan organisasi disebut rasional dalam penetapan
tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. (3) Teori
Human Relations. Teori ini disebut juga teori hubungan kemanusiaan, teori
hubungan antara manusia, teori hubungan kerja kemanusiaaan atau the human
relations theory. Suatu hubungan dikatakan hubungan kemanusiaan apabila
hubungan tersebut dapat memberikan kesadaran dan pengertian sehingga
pihak lain merasa puas. Pengertian tersebut dapat dibedakan menjadi dua
macam, yaitu hubungan manusia secara luas dan secara sempit. (4) Teori
Organisasi Perilaku. Teori Organisasi Perilaku adalah suatu teori yang
memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi, Perilaku itu pada
mulanya berorientasi pada sendiri, akan tetapi karena pada dasarnya manusia
tidak dapat hidup sendiri, selalu hidup dalam kelompok, perilaku mereka
berkembang menjadi perilaku organisasi (the behaviour theory of organization)
teori ini berpendapat bahwa baik atau tidaknya, berhasil tidaknya organisasi
mencapai sasaran yang telah ditetapkan berasal dari para anggotanya. (5)
Teori Organisasi Proses. Teori Organisasi Proses memandang orgainisasi
sebagai proses kerjasama antara kelompok orang yang tergabung dalam. Suatu
kelompok formal. Teori ini memandang organisasi dalam arti dinamis, selalu
bergerak dan didalamnya terdapat pembagian tugas dan prinsip-prinsip yang
bersifat umum (Universal). (6) Teori Organisasi Kepemiminan.

Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuaan seseorang untuk
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mempengaruhi orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang menjadi
kehendaknya. Teori ini beranggapan bahwa berhasil tidaknya organisasi
mencapai tujuan tergantung sampai seberapa jauh seorang pemimpin mampu
mempengaruhi para bawahan sehingga mereka mapu bekerja dengan semangat
yang tinggi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. (7)
Teori Organisasi Fungsi. Fungsi adalah sekelompok kegiatan yang tergolong
dalam jenis yang sama berdasarkan sifatnya pelaksanaannya atau
pertimbangan lainnya. Pada dasamya fungsi adalah sekelompok tugas atau
kegiatan yang harus dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan
sebagai pemimpin atau manager guna mencapai tujuan organisasi.
Sekelompok kegiatan yang menjadi fungsi seorang pemimpin atau manager
terdiri dari kegiatan menyusun perencanaan (Planning), pengorganisasian
(Organizing), pemberian motivasi atau bimbingan (Motivating), pengawasan
(Controlling), dan pengambilan keputusan (Decision marking). (8) Teori
Pengambilan Keputusan. Teori ini berlandaskan pada adanya berbagai
keputusan yang dibuat oleh para pejabat di setiap tingkatan, baik keputasan di
tingkat puncak (keputusan administratif) yang memuat ketentuan pokok atau
kebijaksanaan umum, keputusan di tingkat menengah (keputusan eksekutif)
yang memuat program-progam untuk melaksanakan keputusan adminitratif,
maupun keputusan di tingkat bawah (keputusan operatif) Keputusan yang
diambil oleh para manager tingkat bawah yang merupakan pelaksanaan atas
keputusan eksekutif. (9) Teori Kontingensi. Disebut juga teori kepentingan,
teori lingkungan atasi teori situasi. Teori Kotingensi berlandaskan pada suatu

pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan
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lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan
situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri.

Dari semua teori ini, tidak satu teori pun yang dianggap paling lengkap
atau paling sempurna, teori-teori itu satu sama lain saling mengisi dan saling
melengkapi. Teori dianggap baik dan tepat apabila mampu memperhatikan
dan menyesuaikan dengan lingkungan dan mampu memperhitungkan situasi-

situasi tertentu.

2.2.2. Konsep Ilmu Administrasi

Administrasi berasal dan bahasa latin yang terdiri dan kata “ad” dan
“ministrare . Kata “ad” mempunyai arti yang sama dengan kata “to” dalam
Bahasa Inggris yang berarti “ke “atau ‘“kepada “. Dan “ministrare” sama
artinya dengan kata “fo serve” atau “to conduct” yang berarti “melayani,
membantu atau mengarahkan”. Dalam Bahasa Inggris “to administer” berarti
pula “mengatur, memelihara (7o look after) dan mengarahkan” dan Purwanto
mendefinisikan administrasi sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk
membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalarn

mencapai suatu tujuan (Purwanto, 1991:2).

2.2.3 Pengertian Administrasi

Administrasi secara terminologi dapat diartikan sebagai kegiatan atau
rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok
manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan atau ditentukan

sebelumnya (Rohani dan Ahmadi, 1991:4). Sedangkan Siagian (1989:3)
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mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua
orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Handayaningrat (1985:2) dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu
Administrasi dan Manajemen”, memberikan definisi: Administrasi sebagai
kegiatan dari pada kelompok-kelompok yang mengadakan kerjasama untuk
menyelesaikan tujuan bersama. Dengan demikian administrasi dapat ditinjau
dari tiga sudut, yaitu: (a) Sudut Proses, berarti administrasi adalah segala
kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran,
proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan. (b) Sudut Fungsionil,
berarti bahwa dalam segala kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditentukan, diperlukan fungsi-fungsi atau tugas-tugas tertentu, meliputi
planning, organizing, staffing, directing and controlling. (c) Sudut
Institusionil, berarti administrasi dianggap sebagai totalitas kelembagaan, di
mana dalam lembaga itu terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan. Kegiatan itu bersifat menyeluruh, artinya dimulai dari

tingkat atas sampai dengan tingkat bawah.

2.2.4 Administrasi Publik

Berkaitan dengan masalah Administrasi, Menurut Simon dalam Drajat
dkk (2014) administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk
mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Syafiie dkk (1999:14) Publik
adalah sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan berfikir, perasaan,

harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma
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yang dimiliki. Apabila public administration diterjemahkan sebagai
administrasi negara, maka kecenderungan pelayanan dan penyelenggaraan
roda pemerintahan akan bermotivasi serba Negara.

Menurut Suprayogi (2011:2) administrasi adalah dua orang atau lebih
yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama. Fayol
mengemukakan sebanyak 14 prinsip administrasi yaitu; (a) pembagian
pekerjaan, spesialisasi ini dapat meningkatkan hasil yang membuat tenaga
kerja lebih efisien; (b) wewenang, wewenang akan membuat mercka
melakukan sesuatu dengan baik; (¢) disiplin, tenaga kerja harus
melaksanakan aturan yang ditentukan organisasi; (d) kesatuan komando,
setiap tenaga kerja hanya menerima perintah dari yang berkuasa; (e) kesatuan
arah, aktivitas organisasi yang setujuan dapat diperintah oleh manajer
menggunakan satu rencana; (f) mengalahkan kepentingan individu untuk
kepentingan bersama; (g) pemberian upah terhadap pekerja harus sesuai
dengan pelayanan mereka; (h) pemusatan, berhubungan pada keterlibatan
dalam pengambilan keputusan; (i) rentang kendali, garis wewenang dari
manajemen puncak pada tingkatan dibawahnya merepresentasikan rantai
scalar; (j) tata tertib, orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal
yang tepat dan dalam waktu yang tepat; (k) keadilan, manajer dapat berbuat
baik dan terbuka pada bawahannya; (I) stabilitas pada jabatan personal; (m)
inisiatif, tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana
yang akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi; (n) rasa persatuan,
kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesatuan dalam

organisasi.
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Piffner dan Presthus dalam Syafiie, dkk (1999) memberikan definisi
administrasi publik kedalam beberapa makna yaitu: (a) Public administration
involves the implementation of public policy which has been determine by
representative political bodies, yang artinya Administrasi publik meliputi
implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan
perwakilan politik. (b) Public administration may be defined as the
coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is
mainly accupied with the daily work of governments, yang artinya
Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan
dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama
meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. (¢) In sum, public administration is
a process concerned with carrying out public policies, encompassing
innumerable skills and techniques large numbers of people, yang artinya,
administrasi publik adalah proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan
kebijakan publik, meliputi pengarahan kecakapan teknik-teknik yang tidak
terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah
orang.

Sedangkan Nigro dan Nigro dalam Syafiie, dkk (1999) mendefinisikan
administrasi publik kedalam beberapa arti berikut ini: (a) Public
Administration is Cooperative group effort in public setting, yang artinya
Administrasi Publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan
pemerintahan. (b) Public Administration covers all three branches: executive,
legislative and judicial, and their interrelationships, yang artinya adalah

Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif
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dan yudikatif serta hubungan di antara mereka. (¢) Public Administration has
an important role formulating of public policy and is thus a part of the
political process, yang artinya adalah Administrasi Publik mempunyai
peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya
merupakan sebagian dari proses politik. (d) Public Administration is closely
associated with numerous private groups and individuals in providing services
to the community, yang artinya adalah Administrasi Publik sangat erat
berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam
menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (e) Public Administration is
different in significant ways from private administration, yang artinya adalah
Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian
dengan administrasi perseorangan.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Starling dalam Keban (2004) yang
mendefinisikan administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah,
atau dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sesuai dengan pilihan
kebijakan sebagaiamana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan
kata lain batasan tersebut menekankan aspek the accomplishing side of
government dan seleksi kebijakan publik.

Administrasi publik merupakan gabungan antara teori dan praktek
dengan mengkombinasikan proses manajemen dan pencapaian nilai-nilai
normatif dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Henry dalam
Keban (2004) yang menyatakan bahwa administrasi publik adalah suatu
kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan

mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan
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masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih
responsif terhadap kebutuhan sosial. Administarasi publik berusaha
melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas,

efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan secara baik.

2.3. Pelayanan Publik Baru (New Public Service).

Paradigma Old Public Administration dan New Public Management
dalam penyelenggaraannya dirasakan belum memberikan dampak
kesejahteraan dan bahkan menyebarkan ketidakadilan dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat harusnya dianggap sebagai warga
negara bukan client atau pemilih (Deddy Mulyadi, 2015). Oleh sebab itu
muncul berbagai kritikan terhadap masalah tersebut yang dianggap sebagai
pergeseran paradigma melalui New Public Service (NPS).

Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2003:62) ide-ide menarik
dalam pelayanan publik baru adalah; (1) melayani warga Negara, bukan
pelanggan; (2) mengusahakan kepentingan publik; (3) menghargai warga
Negara bukan kewirausahaan; (4) berfikir strategis, bertindak secara
demokratis; (5) mengakui bahwa akuntabilitas tidak sederhana; (6) melayani
bukan menyetir; (7) menghargai manusia, bukan sekedar produktifitas. Masih
menurut J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt pergeseran dan perbandingan
perspektif dari Administrasi Publik Lama, Manajemen Publik Baru dan
Layanan Publik Baru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pergeseran Perspektif Pelayanan Publik
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Perspektif Old Public New Public New Public Service
Management Management
Dasar teoritis dan fondasi | Teori politik Teori ekonomi Teori demokrasi
epistemologi
Rasionalitas dan model-model | “manusia “manusia Politis,ekonomis dan
terkait perilaku manusia administratif” ekonomis” organisasional

Konsep kepentingan publik

Kepentingan publik

Kepentingan publik

Kepentingan publik adalah

secara politis | mewakili agresi | hasil dialog berbagai nilai
dijelaskan dan | kepentingan
diekspresikan dalam | individu
aturan hukum
Responsivitas birokrasi publik | Klien dan | pelanggan Warga negara
konstituen
Peran pemerintah mendayung menyetir melayani
Mekanisme mencapai sasaran | Mengatur program Menciptakan Membangun koalisi publik,
mekanisme dan | nirlaba dan LSM
struktur insentif
Akuntabilitas Hierarchi Bekerja sesuai | Multi aspek; akuntabilitas
administrative dengan  kehendak okum, nilai-
dengan jenjang yang | pasar (keinginan | nilai,komunitas,norma
tegas pelanggan) politik, standar profesional
Kebijakan administratif Kebijakan terbatas Kebebasan luas | Kebijakan diperlukan tetapi
untuk tujuan | dibatasi dan bertanggung
usahawan jawab
Struktur organisasi Birokratik yang | Desentralisasi Struktur kolaboratif dengan
ditandai dengan | organisasi dengan | kepemilikan yang berbagi
otoritas top-down control utama | secara internal dan eksternal

berada pada para
agen

Asumsi terhadap motivasi | Gaji dan | Semangat Pelayanan publik dengan
pegawai dan administrator keuntungan proteksi | enterprenuer keinginan melayani
masyarakat

Sumber: Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, New Public Service, 2003.

2.3.1. Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

kehidupan manusia (Sinambela,

2010:3). Pelayanan merupakan suatu

pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan perusahaan

sebagai pemberi atau penyelenggara pelayanan. Maka Gronroos (2007:27)

mendefinisikan pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang
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disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Menurut Boediono (2003:60), pelayanan adalah suatu proses bantuan
kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan
hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
aparatur Negara (Men-PAN) No.81 tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah
dan lingkungan Baan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau
jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya definisi pelayanan yang dikemukakan Sianipar (1998)
adalah cara melayani, membantu menyiapkan, dan mengurus penyelesaian
kebutuhan seseorang atau sekelompok anggota organisasi. Dalam pengertian
pelayanan tersebut terkandung suatu kondisi atau suatu keterampilan keahlian
di bidang tertentu. Berdasarkan keterampilan dan keahlian tersebut, pihak
yang melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan tertentu.

Selain definisi pelayanan di atas Kotler (2005:8) juga mendefinisikan
pelayanan sebagai setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan Gustafsson (2003:232)
mendefinisikan pelayanan sebagai berikut:

“A service is an activity or series of activities of more or less

intangible nature normally, but not necessarily, take place interaction
between the customer and service employee and/or physicl resource
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or goods and/or systems of the service provider, which are provided
as solution to customer problems.”

Selanjutnya definisi pelayanan yang dikemukakan Sianipar (1998)
adalah cara melayani, membantu menyiapkan, dan mengurus penyelesaian
kebutuhan seseorang atau sekelompok anggota organisasi. Dalam pengertian
pelayanan tersebut terkandung suatu kondisi atau suatu keterampilan keahlian
di bidang tertentu. Berdasarkan keterampilan dan keahlian tersebut, pihak
yang melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan tertentu.
Berdasarkan beberapa definisi mengenai pelayanan maka dapat disimpulkan
bahwa pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi
kebutuhan pelanggan atau masyarakat.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang
berarti umum, masyarakat, Negara (Sinambela, 2010:5). Kemudian dalam
penggunaaan bahasa Indonesia kata Publik dapat diartikan sebagai umum,
orang banyak, ramai. Namun ada beberapa pakar bahasa yang mengatakan
bahwa kata publik didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki. Sedangkan dalam pengertian
negara salah satunya adalah public authorities (otoritas negara), public
building (bangunan negara), public revenue (penerimaan negara) dan public
sector (sektor negara).

Istilah pelayanan publik (public service) di Indonesia sering diartikan
sebagai pelayanan umum atau pelayanan masyarakat, ada pula yang

mengartikan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan
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oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang
dibutuhkan oleh kelompok atau masyarakat banyak.

Menurut Dwiyanto (2005:141) pelayanan publik adalah serangkaian
aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan
warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud di sini adalah
warga negara yang membutuhkan pelayanan publik. Sedangkan Nurcholis
(2005:175) berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan oleh negara dan
perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sinambela
(2010) juga mendefiniskan pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan
dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian
aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan
tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat melibatkan
kedua belah pihak untuk saling bekerjasama. Masyarakat diharapkan dapat
berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, yakni dengan
memenuhi aturan dengan kesadaran dan menghargai administrator publik yang
memberikan pelayanan. Suatu instansi pemerintah merasa dihargai dan akan
bekerja dengan penuh tanggungjawab dalam memberikan pelayanan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat.
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Dengan demikian dapat didefinisikan pelayanan publik seperti dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pasal
1 disebutkan bahwa ‘“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”. Selanjutnya pada ayat (6) disebutkan
“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik langsung
maupun tidak langsung”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai pelayanan publik maka
dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas
yang diberikan oleh Negara melalui organisasi atau perusahaan maupun
instansi pemerintah yang diberikan untuk masyarakat banyak dalam

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

2.3.2 Lingkup Pelayanan Publik

Berdasarkan undang-undang RI no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan
publik pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan “Ruang lingkup pelayanan publik
meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada pasal
yang sama pada ayat (6) disebutkan bahwa pelayanan barang publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) pengadaan dan penyaluran
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barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah; (b) pengadaan dan penyaluran
barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara
dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (c) pengadaan dan penyaluran
barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan
belanja negara atau anggaran belanja dan pendapatan daerah atau badan usaha
yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya

menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Asas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna
layanan, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan
sebagai berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam
Sinambela, 2010:6): (a) Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai
serta mudah dimengerti; (b) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c¢) Kondisional,
sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas; (d) Partisipatif,
mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; (e)
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Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ekonomi; (f) Keseimbangan Hak
Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
berasaskan : (a) Kepentingan umum; (b) Kepastian hukum; (c) Kesamaan hak;
(d) Keseimbangan hak dan kewajiban; (e) Keprofesionalan; (f) Partisipatif; (g)
Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (g) Keterbukaan; (h) Akuntabilitas;
(1) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (j) Ketepatan waktu;
dan (k) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selain itu, di dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga harus
memenuhi beberapa prinsip. Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
disebutkan bahwa Prinsip-prinsip Pelayanan Publik meliputi: (a)
Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan. (b) Kejelasan meliputi; (1) persyaratan
teknis dan administrasi pelayanan publik; (2) unit kerja/pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
(c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. (d) Standar
Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki
standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan
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atau penerima pelayanan. (e) Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas
internal dan pengawas eksternal.

Sedangkan prinsip-prinsip pelayanan logistik militer secara umum
adalah sebagai berikut: (a) Responsif yaitu menyediakan dukungan yang tepat
pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. (b) Kesederhanaan yaitu
menghindari kerumitan dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasi
logistik. (c) Fleksibilitas yaitu mengadaptasi dukungan logistik terhadap setiap
perubahan kondisi, baik perubahan lingkungan, perubahan misi, maupun
perubahan konsep operasi. (d) Ekonomis yaitu penggunaan kemampuan
dukungan logistik secara efektif dan pemanfaatan yang ekonomis. (e) Daya
memperoleh dukungan logistik pokok minimum untuk memulai operasi
pertempuran. (f) Daya dukung dalam penyediaan logistik untuk jangka waktu
operasi. (g) Ketahanan logistik terutama infrastruktur logistik.

Menurut Peraturan Kasal no.69/X1/ 2010 tgl. 2-11-2010 prinsip-prinsip
yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan dukungan pelayanan
logistik kepada satuan-satuan Pembina, meliputi: (a) Prinsip Pembinaan, yaitu
penyelenggaraan fungsi-fungsi pembinaan sesuai strata dan lingkup tugas,
wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. (b) Prinsip Integrator,
yaitu organisasi pengemban fungsi melaksanakan fungsi pengawasan kegiatan
dan pengendalian. (¢) Prinsip Sinkronisasi, pembinaan materiel dan dukungan
logistik harus dilaksanakan secara sinkron disesuaikan dengan kebutuhan
operasional dan satuan-satuan pengguna lainnya. (d) Prinsip Kelaikan, setiap

kegiatan pembinaan materiel dan dukungan logistik harus memenuhi kaidah-
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kaidah kelaikan yang diarahkan pada keselamatan personel, materiel dan
lingkungan. (e) Prinsip Milik Negara, pelaksanaan pembinaan materiel dan
dukungan logistik mengikuti prinsip perbendaharaan materiel dan barang
milik negara. (f) Prinsip Informasi, dalam penyelenggaraannya senantiasa
ditunjang dengan sistem informasi logistik. (g) Prinsip Mobilisasi dan
Demobilisasi, keterbatasan material yang dimiliki Angkatan Laut untuk
menghadapi bahaya dan bencana nasional diatasi dengan mobilisasi dan
demobilisasi materiel dan sumber daya nasional.

Menurut UU No.25 tahun 2009 tersebut penyelenggara berkewajiban
menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
Menurut Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terdapat
beberapa komponen standar pelayanan yang meliputi: (a) Dasar hukum,
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar; (b) Persyaratan, syarat
yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan
teknis maupun administratif; (c) Sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara
pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk
pengaduan; (d) Jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; (e)
Biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; (f) Produk
pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan; (g) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan
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dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan; (h) Kompetensi
pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman; (i) Pengawasan internal,
pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung
pelaksana; (k) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, tata cara
pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut; (1) Jumlah pelaksana,

tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.

2.3.4 Bentuk Pelayanan Publik

Mendapat suatu pelayanan yang memuaskan merupakan hak setiap
warga negara yang telah diatur dalam konstitusi, di mana bentuk pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat diberikan kedalam beberapa jenis
pelayanan, seperti dalam Keputusan Menpan No:63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang
mengelompokkan pelayanan publik secara garis besar menjadi: (a) Pelayanan
administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat
kompetensi, kepimilikan suatu barang dan sebagainya. Dokumen ini antara
lain kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran dan kematian, akte
pernikahan, Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), surat ijin
mengemudi (SIM), surat tanda kendaraan bermotor (STNK), ijin mendirikan
bangunan (IMB), paspor dan sebagainya; (b) Pelayanan barang, pelayanan

yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik,
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misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya; (c)
Pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharan kesehatan, pos,

penyelenggaraan transportasi, dll.

2.3.5 Pelayanan Barang Publik.

Menurut Achmad Nurmandi (2010) barang publik memiliki 2 (dua)
karakteristik yaitu penggunaan yang tidak bersaingan (non-rivalty) dan tidak
dapat diterapkan prinsip pengecualian (non-exludability). Keikutsertaan
seserorang untuk mendapatkan manfaat tidak akan mengurangi manfaat yang
tersedia bagi lainnya, sehingga menimbulkan keengganan konsumen untuk
membayar (free rider).

Sedangkan menurut Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang
Layanan Publik pada pasal 5 ayat (3) disebutkan pelayanan publik meliputi; (a)
pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi
pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara dan/atau pendapatan dan belanja daerah; (b)
pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (c)
pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau pendapatan
belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau

seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang
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dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.6 Unsur-unsur Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik, merupakan harapan dari para pelanggan,
yang merupakan pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang cepat
selesai, tidak mengandung banyak kesalahan, pelayanan yang menyenangkan,
pelayanan yang telah mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan
terlebih dahulu. Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa
faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Menurut Moenir
(2008:8), unsur-unsur tersebut antara lain: (a) Sistem, Prosedur dan Metode,
yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan
metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan; (b)
Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik
aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan
terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat; (c¢) Sarana dan
prasarana, di mana dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang
kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir
yang memadai; (d) Masyarakat sebagai pelanggan, di mana dalam pelayanan
publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat

pendidikan maupun perilakunya.

2.3.7 Kualitas Pelayanan Publik
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Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada
pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau
pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai
konsumer. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan
menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini
berarti, pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan,
kemudahan, dan keadilan (Abidin, 2004:71).

Untuk menilai dan mengamati kualitas pelayanan publik pada lembaga
pemerintahan, kita tidak dapat melupakan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Agaratur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada keputusan menteri yang terbaru ini,
disebutkan bahwa prinsip pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur
antara lain: (a) Kesederhanaan, maksudnya disini adalah prosedur pelayanan
publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; (b)
Kejelasan, yaitu meliputi kejelasan tentang persyaratan teknis dan administrasi
pelayanan publik, kejelasan tentang unit kerja dan pejabat yang berwenang
dan Dbertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan pulik, serta rincian
biaya pelayanan publik dan tatacara pembayarannya; (c) Kepastian Waktu,
yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang ditentukan; (d) Akurasi, yaitu produk pelayanan publik dapat diterima
dengan benar, tepat dan sah; (e) Keamanan, yaitu proses dan produk

pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastaian hukum; (f) Tanggung
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Jawab, artinya ada pimpinan penyelenggara palayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; (g)
Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika; (h) Kemudahan
akses, maksudnya disini tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informatika; (i) Kedisiplinan, kesopanan dan
keramahan, maksudnya adalah pemberi pelayanan harus bersikap disiplin,
sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; (j)
Kenyamanan, maksudnya adalah lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah
dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti,
parker, toilet tempat ibadah dan lain sebagainya.

Pelayanan publik yang baik, yang merupakan harapan dari para
pelanggan, yang merupakan pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan
yang cepat selesai, tidak mengandung banyak kesalahan, pelayanan yang
menyenangkan, pelayanan yang telah mengikuti proses dan prosedur yang
telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu kemudian muncul beberapa
kriteria pelayanan yaitu (LAN, SANKRI, 2003:17-20): (a) Kesederhanaan,
yaitu tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat,
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan; (b)

Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan
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menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia
pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam
pencatatan data dan tepat waktu; (c) Tanggung jawab dari petugas pelayanan
yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi
pelanggan secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.;
(d) Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan
menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan; (e) Pendekatan
kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Petugas
pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan
pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh
karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan harus diperhatikan; (f)
Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam kontak
antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika
pelanggan termasuk dalam konsumen konkret. Sebaliknya, pihak penyedia
layanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang
diberikan tidak dikonsumsi para pelanggan melalui kontak langsung; (g)
Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang
mereka butuhkan secara mudah dan gambling, meliputi informasi mengenai
tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain; (h) Komunikasi
antara petugas dan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan
adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang berhak diperoleh
dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti; (i) Kredibilitas,
meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan,

adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercayai,
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adanya kejujuran kepada pelanggan dan kemampuan penyedia pelayanan
untuk menjaga pelanggan tetap setia; (j) Kejelasan dan kepastian, yaitu
mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal
waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pelanggan
tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan; (k) Keamanan, yaitu
usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya
bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan keamanan yang perlu kita berikan
berupa keamanan fisik, finansial dan kepercayaan pada diri sendiri; (1)
Mengerti apa yang diharapkan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan
berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa yang
diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah sukar. Dapat dimulai dengan
mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan pelanggan dan
memberikan perhatian secara personal; (m) Kenyataan, meliputi bukti-bukti
atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas fisik, adanya petugas yang
melayani pelanggan, peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan,
kartu pengenal dan fasilitas penunjang lainnya; (n) Efisien, yaitu bahwa
persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan; (o) Ekonomis, yaitu
agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan
memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

Kemudian Vincent Gasperz (1977) mengemukakan beberapa dimensi
dalam menilai kualitas pelayanan meliputi: (a) Realibiliy, yaitu berkaitan

dengan kemampuan daripada penyedia pelayanan memberikan secara akurat
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tentang apa yang telah dijanjikan; (b) Assurance, yaitu berkaitan dengan
jaminan yang dapat menimbulkan kepercayaan pengguna pelayanan atas
pelayanan yang disediakan oleh penyedia pelayanan; (¢) Tangibles, berkaitan
dengan tampilan fisik yang ditunjukan oleh penyedia pelayanan yang dapat
memberikan kenyamanan; (d) Empathy, yaitu berkaitan dengan perhatian dan
kepedulian petugas pemberi pelayanan terhadap kepentingan pengguna
pelayanan; dan (e) Responsiveness, yaitu berberkaitan dengan sikap tanggap
petugas pemberi pelayanan terhadap kesulitan dan keperluan pengguna

pelayanan.

2.4  Implementasi Kebijakan
2.4.1 Implementasi

Secara etimologis menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab
(2005) menyebutkan bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa inggris
yaitu fo implement. Dalam kamus besar webster, to implement
(mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical
effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang
berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana
untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat

itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan
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dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam
kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi oleh Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab
(2005) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan
pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk
perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan
peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah
tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output
kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai
perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Van Meter dan Van Horn yang
dikutip oleh Wahab (2004) juga mendefinisikan bahwa implementasi adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan
tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu
keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam
praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di

bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak
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jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang
seharusnya tidak dilakukan.

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat
dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesayan
suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
Kemudian Gaffar (2009:295) menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu
rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang
diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat

peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

2.4.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan yaitu suatu birokrasi dalam instansi-instansi
pemerintah kedudukan yang sering membingungkan, dan dalam kenyatannya
tidak ada instansi pemerintah tunggal yang mampu mempromosikan,
mengawasi, atau melaksanakannya.

Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994:15) menyatakan bahwa
implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa

implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
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dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (dalam Winarno,
2012: 101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam
pengertian luas merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor,
organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Dwijowijoto (2004:158), implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,
maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan
dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau
turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan menurut
pendapat tersebut, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat
mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta
melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud
yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Van Meter dan Van Horn juga merumuskan model pendekatan
implementasi kebijakan yang disebut dengan A Model of the Policy
Implementation. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari; (1) standarisasi dan
sasaran; (2) sumberdaya; (3) komunikasi; (4) karakteristik pelaksana; (5)

kondisi sosial ekonomi dan politik; (6) Disposisi implementor.
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Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008), yang
mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan
kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun
dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif
yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas
tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk
menstrukturkan atau mengatur proses implementasi. Dunn (2003:132)
mendefinisikan implementasi kebijakan secara lebih khusus, yaitu pelaksanaan

pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

2.5 Manajemen Logistik

Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan sekaligus seni
dan mencakup proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan, serta
penghapusan persediaan yang berupa material atau alat-alat (Aditama, 2002).
Dapat ditambahkan pula bahwa manajemen logistik merupakan proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (pengaturan) dari penyaluran dan
penyimpanan barang, jasa, serta informasi dari tempat asal ke tempat
penggunaan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Dalam arti luas, ruang lingkup manajemen logistik ini meliputi segala sesuatu
yang berhubungan dengan pemindahan (penyaluran) ke, dari, dan diantara

fasilitas-fasilitas perusahaan (Bowersox dalam Ali, 2002:13).
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Bowersox dalam Ali (2002:13) menjelaskan bahwa saat ini,
manajemen logistik yang dijalankan lebih bersifat modern dan terpadu.
Manajemen logistik mencakup pengelolaan terhadap pendistribusian dan
penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para produsen atau
supplier ke perusahaan lalu ke tangan pelanggan secara strategis. Manajemen
logistik digunakan oleh berbagai perusahaan sebagai bagian yang bertugas
untuk menyediakan bahan atau barang yang dibutuhkan pada waktu yang tepat
sesuai kebutuhan dengan harga yang serendah mungkin.

Menurut Subagya (2013) manajemen logistik adalah suatu ilmu
pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan
kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta
penghapusan material/alat-alat. Martin (1988) mengartikan manajemen
logistik sebagai proses yang secara strategik mengatur pengadaan bahan
(procurement), perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen dan
penyimpanan barang jadi (dan informasi terkait) melalui organisasi dan

jaringan pemasarannya dengan cara tertentu.

2.5.1 Pengertian Logistik

Logistik pada awalnya dikenal saat digunakan oleh Militer Amerika
Serikat dalam menghadapi perang dunia ke dua. Pada saat itu, logistik yang
mencakup pengendalian persediaan dengan efektif dan efisien merupakan
penunjang keberhasilan pasukan militer dalam menghadapi perang, terutama
dalam hal persediaan bahan makanan dan amunisi perang. Konteks logistik

identik dengan organisasi, pergerakan, dan penyimpanan dari material dan
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manusia. Kemudian pada sekitar tahun 1638, militer perancis menggunakan
istilah logistique, yang merupakan kombinasi dari aktifitas pergudangan,
transportasi dan pasokan material, makanan, serta amunisi. Kemudian pada
perang dunia ke II sekitar tahun (1939-1945) membuktikan, bahwa
keunggulan di bidang logistik merupakan faktor kunci kemenangan perang
dari negara negara sekutu terhadap negara negara poros (Coyle, Bardi &
Langley).

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian logistik antara lain: Burg
dalam Lysons (2000) mengartikan logistik merupakan proses integrasi dari
pengadaan, transportasi, manajemen persediaan, dan aktifitas pergudangan
dalam menyediakan alat/cara yang berbiaya efektif, untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Christopher (2005)
mengartikan logistik adalah proses yang secara strategis mengelola pengadaan,
pergerakan, dan penyimpanan material, suku cadang dan barang jadi beserta
aliran informasi terkait melalui organisasi dan kanal kanal pemasarannya,
dalam cara di mana keuntungan perusahaan, baik untuk saat ini maupun
diwaktu yang akan datang, dapat dimaksimalkan dengan cara pemenuhan
pesanan yang berbiaya efektif. Donald Walters (2003:3-4) mengartikan
logistik merupakan fungsi yang melibatkan perpindahan, mengatur
perpindahan barang, dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari
pengirim awal, melalui rantai pasok dan sampai ke pelanggan akhir.

Menurut Council of Supply Chain Management Professionals (CLM,
2000) logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasok (supply chain)

dalam perencanaan, pengimplementasian, dan pengontrolan aliran dan



66

penyimpanan barang, informasi, dan pelayanan yang efektif dan efisien dari
titik asal ke titik tujuan sesuai dengan permintaan konsumen.

Menurut Adiatama (2003) logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan
dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan
pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan
material/alat-alat. Melalui proses logistiklah material mengalir ke kompleks
manufacturing yang sangat luas dari negara industri dan produk-produk
didistribusikan melalui saluran-saluran distribusi untuk konsumsi.

Logistik adalah keseluruhan bahan, barang, alat dan sarana yang
dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan
sasarannya. Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan
logistik. Logistik juga mencakup integrasi informasi, transportasi, inventori,
pergudangan, dan pemaketan. Menurut Shapiro (2001) logistik merupakan
aktivitas yang berkaitan dengan masalah transportasi, pergudangan, dan
persediaan simpanan.

Logistik adalah bagian dari instansi yang tugasnya adalah
menyediakan bahan/barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional
instansi tersebut dalam jumlah, kualitas dan pada waktu yang tepat dengan
harga serendah mungkin. Logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan
atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan
pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan
material/alat-alat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan logistik
merupakan salah satu unsur penunjang utama daripada sistem administrasi

lainnya (Aditama, 2002). Masih menurut Aditama, kegiatan logistik secara
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umum punya tiga tujuan. Tujuan operasional adalah agar tersedia barang, serta
bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai. Tujuan keuangan
meliputi pengertian bahwa upaya tujuan operasional dapat terlaksana dengan
biaya yang serendah-rendahnya. Sementara itu, tujuan pengamanan
bermaksud agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan,
penggunaan tanpa hak, pencurian dan penyusutan yang tidak wajar. Tugas dan
kegiatan logistik meliputi antara lain mengadakan pembelian, inventory dan
stock control, penyimpanan serta terkait dengan kegiatan pengembangan,
produksi dan operasional, keuangan, akuntansi manajemen, penjualan dan
distribusi serta informasi.

Tujuan logistik menurut Bowersox dalam Ali (2002:13) adalah
menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang
tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi di
mana ia dibutuhkan, dan dengan total biaya yang terendah. Dalam Cetak Biru
Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No. 26 Tahun 2012),
logistik didefinisikan sebagai bagian dari rantai pasok (supply chain) yang
menangani arus barang, informasi, dan uang melalui proses pengadaan
(procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportation),
distribusi (distribution), dan pelayanan pengantaran (delivery services).
Mengingat logistik akan selalu melibatkan unsur pemasok, manufaktur,
distribusi dan para pelanggan, maka misi logistik harus dapat melaksanakan
kegiatan pengiriman barang dan jasa yang diperlukan pelanggan secara efisien.

Logistik juga merupakan bagian dari proses Manajemen Rantai

Pasakolan (Supply chain management) yang merencanakan,
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mengimplementasikan, dan mengatur efisiensi, efektivitas aliran dan
menyimpan produl, layanan, dan informasi yang berkaitan dari bahan mentah
menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh pasar atau konsumen. Di
samping itu proses dari logistik terdiri dari sumber daya alam, sumber daya
manusia, keuangan dan sumber daya informasi. Pelaku logistik sendiri
merencanakan, mengimplementasikan, dan mengkontrol input ini dengan
bentuk yang berbeda-beda, termasuk bahan mentah, bahan setengah jadi, dan

barang jadi.

2.5.2 Peran, Fungsi dan Asas Logistik di TNI AL.

Logistik sebagai bagian integral dari fungsi-fungsi TNI AL berperan
memberikan dukungan berupa materiil, fasilitas dan jasa logistik, baik dalam
pembinaan maupun penggunaan satuan jajaran TNI AL. Peran logistik
meliputi: (a) Peran dalam pembinaan kekuatan TNI AL adalah menyiapkan,
mengadakan, membangun, memelihara dan memantapkan keberadaan materiil,
fasilitas dan jasa agar selalu dalam kondisi layak pakai baik kuantitas maupun
kualitas dalam rangka meningkatkan kemampuan Satuan TNI AL,
profesionalitas prajurit serta terpeliharanya moril dan kesejahteraan prajurit
dan keluarganya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AL.
(b) Peran dalam Penggunaan Kekuatan TNI AL adalah memberikan pelayanan
dukungan logistik kepada Satuan-Satuan yang melaksanakan tugas operasi.
Dukungan yang diberikan berupa materiil, fasilitas dan jasa sesuai kebijakan
Komando, disiapkan sebelum, selama dan sesudah operasi dalam rangka

meningkatkan kesiapan satuan jajaran TNI AL. (c) Peran sebagai Pembina
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Tunggal komoditi logistik TNI, memberikan pelayanan dukungan logistik TNI
yang dibina tunggalkan kepada TNI AL bagi Angkatan lain, baik dalam
rangka pembinaan maupun penggunaan bagi satuan-satuan Angkatan lain,
dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan perannya, logistik TNI AL
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (a) Pembekalan, meliputi segala
usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk melengkapi semua jenis materiil dan
bekal yang dibutuhkan guna kesiapan dan kesiagaan dalam rangka pembinaan
dan penggunaan kekuatan. (b) Pemeliharaan, meliputi segala usaha, pekerjaan
dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar materiil selalu berada
dalam keadaan layak pakai atau kegiatan untuk memulihkan kembali kondisi
layak pakai, schingga materiil selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
setiap saat. (c) Angkutan, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk
memenuhi  kebutuhan angkutan yang memungkinkan terlaksananya
pemindahan orang, barang, atau hewan ke tempat tujuan dengan selamat, utuh
dan tepat waktu secara berhasil dan berdaya guna serta dapat dicapai
kesiapsiagaan satuan, dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan. (d)
Konstruksi, meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan
dengan pembuatan dan perbaikan bangunan beserta fasilitasnya bagi personel
TNI AL schingga dapat dicapai kesiapsiagaan satuan, dalam rangka
pembinaan dan penggunaan kekuatan. (¢) Kesehatan, meliputi segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan untuk memenuhi dan menyiapkan kebutuhan
pelayanan dan dukungan kesehatan dalam rangka menjaga dan menjamin

tercapainya kondisi sehat bagi personel TNI AL dan keluarganya, sehingga
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mampu melaksanakan tugas pokoknya secara berhasil dan berdaya guna, serta
dapat dicapai kesiapsiagaan satuan, dalam rangka pembinaan dan penggunaan
kekuatan. (f) Administrasi pembinaan logistik, meliputi segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan pengurusan umum dan pengurusan kebendaharaan
yang berkaitan dengan pembinaan logistik.

Sedangkan pelaksanaan logistik dapat berasaskan beberapa unsur
sebagai berikut: (a) Terarah pada tugas pokok, pembinaan dan dukungan
logistik harus diarahkan pada pencapaian tugas pokok TNI AL secara berhasil
dan berdaya guna. (b) Sederhana, logistik harus sederhana dalam tata cara,
prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya, dengan mengutamakan hasil
dan daya guna yang maksimal. (¢) Tepat, logistik harus memenuhi syarat 5
(lima) Tepat (jenis, mutu, jumlah, waktu dan tempat). (d) Kenyal, logistik
harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan keadaan yang
terjadi. (e) Prioritas, dukungan logistik TNI AL dilaksanakan dengan

pertimbangan skala prioritas.

2.5.3 Ketentuan Penyelanggaran Fungsi Logistik.

a. Pembekalan.
Pembekalan merupakan kegiatan, usaha dan pekerjaan untuk
memenuhi  Kebutuhan materiill dan bekal bagi satuan yang
dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Penentuan kebutuhan; (2)
Pengadaan; (3) Penimbunan/penyimpanan dan distribusi; (4)
Pemeliharaan dalam penyimpanan; (5) Pungutan dan penghapusan.

Karena kondisi geografi wilayah nasional yang terdiri dari pulau-pulau
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yang dihubungkan oleh lautan dengan jarak yang sangat panjang untuk
dijangkau oleh kemampuan angkuian, maka pcrlu ditata tingkat
persediaan bekal untuk menghadapi keadaan darurat. Penumpukan
bekal pada suatu tempat harus dihindari sehingga persediaan bekal
tingkat pusat pcrlu disebar secara seimbang. Dasar penyebaran
persediaan bekal adalah: (1) Perkiraan kebutuhan operasi dan latihan;
(2) Jumlah satuan dan kepadatan materiel; (3) Kecepatan dukungan;(3)
Ancaman.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan dukungan bekal awal dan dukungan
bekal ulang bagi satuan-satuan TNI AL yang melaksanakan tugas
operasi menjadi tanggung jawab Komando atas.

Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan wusaha, pekerjaan dan kegiatan untuk
menjamin agar materiil dan bekal dalam kondisi siap pakai, yang
dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Pemeliharaan pencegahan; (2)
Perbaikan; (3) Modifikasi; (4) Uji fungsi; (5) Pembangunan kembali
(rebuild) dan overhaul.

Untuk menentukan tugas, wewenang dan tanggung jawab
pelaksana pemeliharaan, maka ditentukan tingkat-tingkat pemeliharaan
sebagai berikut: (1) Tingkat O dilaksanakan oleh satuan pemakai/
organik. (2) Tingkat I dan II dilaksanakan oleh instalasi daerah yang
diajukan dan Satuan pemeliharaan lapangan. (3) Tingkat III
dilaksanakan oleh instalasi pemeliharaan daerah. (4) Tingkat IV

dilaksanakan oleh instalasi pemeliharaan pusat.
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c. Angkutan
Angkutan merupakan usaha pekerjaan dan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pemindahan personel dan materiil. Dalam melaksanakan
kegiatan digunakan alat angkutan dan fasilitas yang dibutuhkan,
dengan  kegiatan  pemuatan, transit dan  pembongkaran.
Penyelenggaraan angkutan digunakan untuk mendukung pergeseran
pasukan, pengiriman materiil dan bekal dalam rangka mendukung
operasi dan latihan atau tugas-tugas dalam rangka pembinaan satuan

jajaran TNI AL.

2.5.4 Fungsi Manajemen Logistik

Manajemen Logistik (Subagya, 2013), merupakan suatu proses fungsi-
fungsi manajemen logistik yang terdiri dari: (a) Fungsi Perencanaan dan
Penentuan Kebutuhan. Fungsi perencanaan mencakup aktivitas dalam
menetapkan sasaran-sasaran, pedoman-pedoman, pengukuhan
penyelenggaraan bidang logistik; (b) Fungsi Penganggaran. Fungsi
penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk
merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni
skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan
pembatasan yang berlaku terhadapnya; (c) Fungsi Pengadaan. Fungsi
pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan,

penentuan kebutuhan penganggaran; (d) Fungsi Penyimpanan dan Penyaluran.
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Fungsi ini merupakan pelaksanan penerima, penyimpanan dan penyaluran
perlengkapan yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi terdahulu untuk
kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana; (e) Fungsi
Pemeliharaan. Adalah usaha atau proyek kegiatan untuk mempertahankan
kondisi teknis, daya guna dan daya hasil barang inventaris; (f) Fungsi
Penghapusan. Fungsi penghapusan, yaitu berupa kegiatan-kegiatan dan usaha-
usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku; (g) Fungsi
Pengendalian. Fungsi ini merupakan fungsi inti dari pengelolaan perlengkapan
yang meliputi usaha untuk memonitor dan pengamankan keseluruhan
pengelolaan logistik.

Secara umum kegiatan logistik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu
kegiatan pergerakan (move) dan kegiatan penyimpanan (store), sehingga jika
kedua kegiatan ini direncanakan dan dikendalikan secara ketat, maka masalah
sistem logistik secara keseluruhan akan dapat terselesaikan dengan baik. Dua
kegiatan utama tersebut diurai menjadi beberapa kegiatan yaitu pemrosesan
pesanan, transportasi, persediaan, penanganan barang, struktur fasilitas dan
sistem informasi dan komunikasi. Ketujuh kegiatan itu disebut juga sebagai
bauran kegiatan logistik (logistics activity mix) di mana semua kegiatan
tersebut tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam sebuah sistem rantai
pasok (supply chain system).

Penyelenggaraan logistik memberikan kegunaan (ufility) waktu dan
tempat. Kegunaan merupakan aspek penting dari operasi perusahaan dan juga
pemerintah. Semua bentuk perilaku yang terorganisir membutuhkan sokongan

logistik. Nilai dalam bentuk tersedianya barang pada waktunya yang
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ditambahkan kepada material atau produk adalah suatu hasil dari proses
logistik. Nilai yang demikian mahal untuk dicapai.

Domain dari aktivitas logistik sendiri adalah menyediakan sistem
dengan produk yang tepat, di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat (right
product, in the right place, at the right time) dengan mengoptimasikan
pengukuran performansi yang diberikan contohnya meminimalisir total biaya
operasional dan memenuhi kualifikasi yang diberikan sesuai dengan
kemampuan dari klien dan sesuai dengan kualitas pelayanan (Ghiani et al.,
2004).

Sistem logistik tersusun atas fasilitas-fasilitas yang terhubung dengan
jasa pelayanan transportasi. Sistem ini membahas mengenai bagaimana suatu
material diproses, manufaktur, disimpan, diseleksi untuk kemudian dijual atau
dikonsumsi. Pembahasan dalam sistem logistik ini merupakan pembahasan
yang komprehensif, termasuk pembahasan mengenai proses manufaktur dan
perakitan, pergudangan, pendistribusian, titik/poin  pengalihan angkutan,
terminal transportasi, penjualan eceran, pusat penyortiran barang, dan
dokumen, pusat penghancuran, dan pembuangan dari keseluruhan kegiatan
industri (Ghiani et al., 2004).

Dalam pembahasan mengenai sistem logistik, perlu diketahui bahwa
obyek logistik tidak terbatas hanya pada logistik barang, melainkan termasuk
logistik penumpang, logistik bencana, dan logistik militer (pertahanan
keamanan) yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis dan industri baik pada
sektor primer, sekunder maupun tersier dalam rangka menunjang kegiatan

operasionalnya. Lebih lanjut dalam ini diuraikan bahwa aktivitas logistik juga
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melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dapat dikategorisasikan
kedalam dalam lima kelompok, diantaranya: a) Konsumen, Pengguna logistik
yang membutuhkan barang untuk penggunaan proses produksi maupun untuk
konsumsi. Konsumen berkewenangan untuk menentukan sendiri jenis dan
jumlah barang yang akan dibeli, dari siapa dan di mana barang tersebut ingin
dibeli dan kemana tujuan barang tersebut diantarkan. b) Pelaku Logistik (PL)
Yaitu sebagai pemilik dan penyedia barang yang dibutuhkan oleh para
konsumen, dibagi menjadi dua diantaranya; (1) Produsen, pelaku logistik yang
bertindak sebagai penghasil/ pembuat barang. (2) Penyalur (intermediare)
yang bertindak sebagai perantara perpindahan kepemilikan barang dari
produsen menuju ke konsumen melalui saluran distribusi (pedagang
besar/wholesaler, grosir, distributor, agen, pasar, pengecer, warung, dan
sebagainya) dalam suatu mekanisme tata niaga. c¢) Penyedia Jasa Logistik
(Logistics Service Provider) merupakan institusi penyedia jasa yang bertugas
mengirimkan barang (transporter, freight forwarder, shipping liner, EMKL,
dsb) dari lokasi asal barang (shipper), seperti produsen, pemasok, atau
penyalur; menuju tempat tujuannya (consignee), seperti konsumen, penyalur,
atau produsen; dan jasa penyimpanan barang (pergudangan, fumigasi, dan
sebagainya). d) Pendukung Logistik, yaitu institusi mendukung efektivitas dan
efisiensi kegiatan logistik, dan turut berkontribusi dalam penyelesaian jika
terjadi permasalahan selama aktivitas logistik berlangsung. Adapun aktor-
aktor yang termasuk dalam kategori ini diantaranya asosiasi, konsultan,
institusi pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian. e) Pemerintah,

adapun peran pemerintah dalam aktivitas logistik diantaranya, sebagai: (1)
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Regulator yang menyiapkan peraturan perundangan dan kebijakan. (2)
Fasilitator yang meyediakan dan membangun infrastruktur logistik yang
diperlukan untuk terlaksananya proses logistik. (3) Integrator yang
mengkoordinasikan dan mensinkronkan aktivitas logistik sesuai dengan visi
yang ingin dicapai, dan pemberdayaan baik kepada pelaku logistik, penyedia
jasa logistik maupun pendukung logistik.

Terdapat 5 (lima) komponen yang bergabung untuk membentuk sistem
logistik, yaitu: (a) Struktur Lokasi Fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih oleh
suatu perusahaan adalah fundamental bagi hasil-hasil akhir logistiknya.
Jumlah, besar, dan pengaturan geografis dari fasilitas-fasilitas yang
dioperasikan atau digunakan itu mempunyai hubungan langsung dengan
kemampuan pelayanan terhadap nasabah perusahaan dan terhadap biaya
logistiknya; (b) Transportasi. Pada umumnya, satu perusahaan mempunyai 3
(tiga) alternatif untuk menetapkan kemampuan transportasinya. Pertama,
armada peralatan swasta dapat dibeli atau disewa. Kedua, kontrak khusus
dapat diatur dengan spesialis transport untuk mendapatkan kontrak jasa-jasa
pengangkutan. Ketiga, suatu perusahaan dapat memperoleh jasa-jasa dari
suatu perusahaan transport berijin (legally authorized) yang menawarkan
pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan biaya tertentu; (c)
Pengadaan Persediaan. Kebutuhan akan transport di antara berbagai fasilitas
itu didasarkan atas kebijaksanaan persediaan yang dilaksanakan oleh suatu
perusahaan. Tujuan dari integrasi persediaan ke dalam sistem logistik adalah
untuk mempertahankan jumlah item yang serendah mungkin yang sesuai

dengan sasaran pelayanan; (d) Komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang
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sering kali diabaikan dalam sistem logistik. Di jaman lampau mengabaikan ini
sebagian disebabkan oleh kurangnya peralatan pengolah data dan peralatan
penyampaian data yang dapat menangani arus informasi yang diperlukan.
Akan tetapi, sebab yang lebih penting adalah kurangnya pemahaman terhadap
dampak dari komunikasi yang cepat dan akurat terhadap prestasi logistik; (¢)
Penanganan dan Penyimpanan. Penanganan dan penyimpanan menembus
sistem ini dan langsung berhubungan dengan semua aspek operasi.
Menyangkut arus persediaan melalui dan di antara fasilitas-fasilitas engan arus
tersebut yang hanya bergerak untuk menanggapi kebutuhan akan suatu produk
atau material.

Dalam arti luas, penanganan dan penyimpanan (handling and storage)
ini meliputi pergerakan (movement), pengepakan, dan containerization
(pengemasan). Handling ini menimbulkan banyak sekali biaya logistik dilihat
dari pengeluaran untuk operasi dan pengeluaran modal. Jadi dapat
disimpulkan bahwa makin sedikit kalinya produk ditangani dalam keseluruhan

proses itu, maka makin terbatas dan makin efisien arus total fisiknya.

2.5.5 Sistem Logistik Terpadu (Integrated Logistic System)

Manajemen logistik yang ada pada saat ini sesungguhnya dapat di
definisikan sebagai Logistik Terpadu, di mana di dalamnya terdapat bagian-
bagian penting dari suatu proses bisnis perusahaan yang terintegrasi dan dapat
terhubung secara langsung dengan logistik (Herry Gunawan, 2014). Dalam
perusahaan sistem logistik terpadu berhubungan secara langsung dengan

berbagai bidang seperti, bidang produksi operasi, keuangan, teknik, sumber
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daya manusia dan pemasaran dan dapat digambarkan dalam skema di bawah
ini:

Gambar 2.1 Proses Logistik Terpadu dalam Perusahaan
Produksi Keahlian Sumberdaya
. Keuangan . . Pemasaran
operasi teknik manusia

Sistem Logistik Terpadu |

—»  Logistik dalam (inbound)

Konversi operasi >

\ 4

Logistik luar (outbound) |

Aktivitas utama logistik

Transportasi Struktur Persediaan Penanganan

fasilitas material Komunikasi &

/ /nformasi

( Pemasok ) ( Pemasok >

Sumber: David J. Bloomberg, 2002 dalam Herry Gunawan, 2014

Dalam dunia militer kegiatan untuk mendukung pelayanan satuan-
satuan operasi dikenal Sistem Dukungan Logistik Terpadu (Integrated
Logistic Support) yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh tentara/militer untuk
memastikan sistem dukungan yang kuat dengan memberikan layanan
perbekalan (logistik). Konsep pemikirannya adalah biaya terendah dan sesuai
dengan kebutuhan, handal, persediaan yang mencukupi, pemeliharaan dan
lain-lain sebagai persyaratan yang ditetapkan untuk itu.

Logistik adalah proses mendapatkan jumlah yang tepat pada barang

yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat (N. E. Hutchinson).
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Logistik merupakan jantung instansi pertahanan negara untuk itu perlu

dilakukan efektivitas pemenuhan kebutuhan untuk beradaptasi dengan

permintaan yang mendadak karena ancaman dari luar juga tidak dapat diduga.

Logistik senjata menjadi salah satu hal yang vital bagi departemen pertahanan

yang selalu harus menuntut selalu tersedianya peralatan senjata yang memadai

dan layak pakai untuk mendukung usaha keamanan negara. Hal ini berkaitan
dengan pemeliharaan pengadaan, personil beserta material. Logistik militer
merupakan kegiatan usaha yang cukup besar serta bagian integral dari
keseluruhan suatu negara sehingga banyak isu yang sering di kalangan militer

(Greg H. Parlier, PhD, 2002).

Sedangkan Sistem Dukungan Logistik Terpadu di lingkungan
Angkatan Laut dituangkan melalui Perkasal no. 103/XI1/2012 tahun 2012
tentang Pembinaan Bidang Logistik TNI Angkatan Laut meliputi dua hal yaitu:
a. Fungsi pembinaan dukungan logistik yang terdiri dari Pemeliharaan,

Pembekalan dan Fasilias Pangkalan.

b. Fungsi Pembinaan Material. Dalam penyelenggaraannya pelayanan
barang/materiil melalui: (1) Penentuan  kebutuhan.  Fungsi ini
dilaksanakan dengan memperhatikan ciri dan sifat obyek penerima
dukungan material bekal mulai bekal kelas I sampai dengan bekal
kelas X. (2) Penelitian dan Pengembangan. Fungsi ini dilaksanakan
dalam bentuk usaha, kegiatan serta pekerjaan ilmiah dan teknik yang
dilakukan secara terus menerus dan diwujudkan dalam pencarian,
penelaahan, percobaan, pemeriksaan, pengujian, perbandingan,

penelitian, penciptaan dan penyempurnaan dalam menentukan pilihan
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material perbekalan. (3) Pengadaan. Fungsi ini dilaksanakan sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan rencana
kebutuhan dengan memperhatikan hasil penelitian dan pengembangan
yang telah diselenggarakan agar tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu,
tepat tempat dan tepat mutu. (4) Penyimpanan. Fungsi ini bertujuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dukungan perbekalan, diperlukan
penyimpanan material perbekalan yang ditempatkan di dalam gudang-
gudang penyimpanan sehingga material bekal dapat terpelihara,
terhindar dari kerusakan serta menjangkau satuan-satuan pemakai yang
membutuhkan. (5) Distribusi. Fungsi ini dilaksanakan dengan
memperhatikan pola pembinaan golongan material, pola pemeliharaan
dan karakter system senjata TNI Angkatan Laut agar pendistribusian
memenuhi tuntutan tersebut. (6) Pemeliharaan. Yang dimaksud fungsi
ini adalah segala usaha, kegiatan serta pekerjaan yang meliputi
perawatan, perbaikan, pengawetan dan pembungkusan dalam
meyediakan material perbekalan. (7) Penghapusan. Fungsi ini
bertujuan agar materiel perbekalan yang sudah nyata-nyata tidak bisa
digunakan lagi segera diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar
perbendaharaan Barang Milik Negara di lingkungan TNI AL.
Disamping fungsi-fungsi utama tersebut juga didukung dengan
fungsi-fungsi penunjang yang dalam penyelenggaraan dapat dijabarkan
sebagai berikut : (1) Pengendalian inventori. Fungsi ini dilaksanakan
untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan

kebutuhan. (2) Standarisasi. Fungsi ini dilaksanakan bersama Pembina
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golongan material lainnya sehingga diperoleh jenis material perbekalan
yang tepat. (3) Katalogisasi. ~ Katalogisasi  materiel  perbekalan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kementerian Pertahanan,
sedangkan TNI AL hanya berperan sebagai input data materiel
perbekalan. (4) Sistem Informasi. Fungsi ini dilaksanakan melalui
jaringan otomasi pembekalan menggunakan sistem koputerisasi guna
memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang materiel
perbekalan. (5) Administrasi Perbendaharaan.  Penyelengggaraan
fungsi ini dilaksanakan menggunakan sarana sistem informasi
manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN) yang berisi
tentang pencatatan, pelaporan serta pertanggung jawaban secara
sistematis sesuai format. (6) Mobilisasi demobilisasi.  Fungsi ini
dilaksanakan dengan pengerahan semua material perbekalan diluar
TNI AL dalam menghadapi keadaan bahaya/darurat dan bencana
Nasional.

Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain,

sedangkan fungsi penunjang tidak berhubungan langsung dalam sistem

pelayanan namun berfungsi untuk mendukung kelancaran dan melengkapi

fungsi pokok, secara skema dapat digambarkan seperti yang terlihat dalam

gambar dibawah ini :

Gambar 2.2 Manajemen Logistik TNI AL
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DISTRIBUSI

Sumber: diolah oleh peneliti, 2016

2.6  Persediaan
2.6.1 Pengertian Persediaan

Pada umumnya persediaan merupakan barang-barang yang tersedia
untuk dijual yaitu jika perusahaan itu berbentuk perusahaan dagang, jika
perusahaan berbentuk manufaktur maka persediaan digunakan untuk
menghasilkan barang untuk dijual. Masalah persediaan merupakan masalah
sentral dalam manajemen logistik. Persediaan dikelola untuk menghindari
resiko tidak terpenuhinya fungsi manajemen logistik secara optimal.
Persediaan secara umum didefinisikan sebagai stock bahan baku yang
digunakan untuk memfasilitasi produksi atau untuk memuaskan permintaan
konsumen (Zulfikarijah, 2005:4). Selain itu, persediaan dapat didefinisikan
sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan
maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan

barang-barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, ataupun
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persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses
produksi (Rangkuti, 2007:1). Barang-barang yang merupakan persediaan
disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dan dalam tempat persediaan
agar selalu dalam keadaan siap pakai dan ditatausahakan dalam buku
perusahaan (Indrajit & Djokopranoto, 2003).

Menurut Margaretha (2005:145) persediaan (inventory) merupakan
sejumlah bahan/barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa barang
jadi, bahan mentah, maupun barang dalam proses yang disediakan untuk
menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan
konsumen setiap waktu. Persediaan adalah harta perusahaan yang termasuk
penting karena banyak dana yang tertanam di dalamnya (Prabowo, 2006:200).

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan
digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi
atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu
peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu,

barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang (Herjanto, 1999:219).

2.6.2 Tujuan Persediaan

Menurut Rangkuti (2003:2-3) tujuan diadakannya persediaan oleh
organisasi atau perusahaan, pada intinya, adalah untuk menjamin ketersediaan
barang dan bahan untuk kelangsungan produksi perusahaan. Jika dijabarkan,
tujuan dari persediaan ini adalah sebagai berikut: (a) Menghilangkan resiko
keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan

perusahaan. Jika telah tersedia persediaan, maka kegiatan perusahaan tidak
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akan terganggu oleh keterlambatan kedatangan barang karena perusahaan
dapat melakukan kegiatannya dengan menggunakan persediaan yang ada. (b)
Menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik
sehingga harus dikembalikan karena perusahaan dapat menggunakan
persediaan yang ada untuk melakukan kegiatannya selama proses
pengembalian tersebut. (c¢) Mengantisipasi bahan-bahan yang dihasilkan
secara musiman sehingga persediaan dapat digunakan bila bahan itu tidak ada
di pasaran. (d) Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin
kelancaran arus produksi karena barang dan bahan terus tersedia dalam bentuk
persediaan perusahaan. (¢) Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan
sebaik-baiknya di mana keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi
dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. (f)
Membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau
penjualannya.

Fess (2008:398) menjelaskan bahwa persediaan digunakan dengan
tujuan untuk: (a) Mengindikasi barang dagangan yang disimpan untuk
kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan. (b) Mengindikasi bahan
yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu.

Menurut Stice (2009:571) persediaan ditujukan untuk barang-barang
yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, dan dalam kasus
perusahaan manufaktur, maka persediaan ditujukan untuk barang dalam proses

produksi atau yang ditempatkan dalam kegiatan produksi.

2.6.3 Fungsi Persediaan
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Berdasarkan fungsinya, persediaan dapat dikelompokkan dalam 4 jenis,
yaitu (Herjanto, 1999): (a) Fluctuation Stock, merupakan persediaan untuk
menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan/penyimpangan dari
perkiraan penjualan, waktu produksi, atau waktu pengiriman barang. (b)
Anticipation Stock, merupakan persediaan yang dibutuhkan untuk menghadapi
permintaan yang diramalkan, misalnya pada saat jumlah permintaan besar,
tetapi kapasitas produksi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Jumlah
permintaan yang besar ini diakibatkan oleh sifat musiman dari suatu produk.
Persediaan ini juga menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan baku,
agar proses produksi tidak berhenti. (¢) Lot Size Inventory, merupakan
persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan
saat itu. Persediaan jenis ini dilakukan untuk mendapatkan potongan harga
(discount) karena pembelian barang dalam jumlah besar. Persediaan jenis ini
juga dapat menghemat biaya pengangkutan karena memperkecil frekuensi
pengiriman barang dan biaya per unit pengangkutannya lebih murah. (d)
Pipeline/Transit Inventory, merupakan persediaan yang sedang dalam proses
pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang itu akan digunakan.
Persediaan ini timbul karena jarak dari tempat asal ke tempat tujuan cukup

jauh dan bisa memakan waktu beberapa hari atau beberapa minggu.

2.6.4 Jenis Persediaan
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Baridwan (2011:150) mengemukakan bahwa ada 4 hal yang
merupakan jenis-jenis persediaan yaitu sebagai berikut: (a) Bahan baku
penolong, bahan baku adalah barang-barang yang akan menjadi bagian dari
produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Sedangkan bahan
penolong adalah barang-barang yang juga menjadi bagian dari produk jadi
tetapi jumlahnya relatif kecil atau sulit diikuti biayanya. Misalnya dalam
perusahaan mebel, bahan baku adalah kayu, rotan, besi siku, bahan penolong
adalah paku, dempul. (b) Pasokan Pabrik, adalah barang-barang yang
mempunyai fungsi melancarkan proses produksi misalnya oli mesin, bahan
pembersih mesin. (c) Barang dalam proses, adalah barang-barang yang sedang
dikerjakan (diproses). Untuk dapat dijual masih diperlukan pengerjaan lebih
lanjut. (d) Produk selesai, yaitu barang-barang yang sudah selesai dikerjakan

dalam proses produksi dan menunggu saat penjualannya.

2.7  Critical Review

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian terdahulu, dapat
dikemukakan beberapa pertimbangan yang menjadi pokok perbedaan
mendasar bila dibandingkan dengan penelitian saat ini. Dalam hal ini didapati
hasil dalam beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa
manajemen logistik sangat dibutuhkan dalam distribusi barang hingga ke
tangan end user. Dalam beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa
pada manajemen logistik perlu dilakukan perencanaan dan pengukuran yang
baik. Dengan pengukuran yang baik perusahaan akan mengetahui apa yang
bisa dihemat dan berapa jumlahnya serta hal apa saja yang perlu diperbaiki.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pelayanan
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barang dari TNI AL sebagai organisasi pemerintah dalam memberikan
pelayanan barang kepada satuan-satuan pemakai dan masyarakat sebagai
pengguna.

Dalam penanganan logistik, salah satu wupaya yang dapat
dimaksimalkan adalah manajemen rantai pasokan. Penerapan manajemen
rantai pasokan tidak hanya didukung pada fase penanganan pada masa tanggap
darurat, melainkan perlu didukung dari sisi kebijakan untuk mengoptimalkan
peran praktek manajemen kualitas dalam mempengaruhi kualitas pelayanan

logistik.
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